
        

  

 

 

 
 

WALI  KOTA BATAM 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN WALI KOTA BATAM 
NOMOR  126 TAHUN  2023 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BATAM, 
 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal                      

13 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2023 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, 
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;                    

Mengingat   :   1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4250); 

 

3. Undang-Undang. . . 
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3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 

Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587)  
sebagaimana  telah  diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 

9. Undang-Undang. . . 
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9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran    Negara    

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Nomor 6856); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan 

Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4073); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 

15. Peraturan. . . 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 

denganPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

 

21. Peraturan. . . 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6847); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

 

27. Peraturan. . . 
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6794); 

29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1425); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 547); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang 

Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 2083); 

 

34. Peraturan. . . 
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34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 450); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1114); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
288); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 
2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 
Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi 
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan 
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk 
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 910); 

 

40. Peraturan. . . 
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40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 926); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

42.  Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam 
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota 
Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam 
(Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1); 

43.  Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 4); 

44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4  Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor  125); 

45. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 5); 

46. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2023 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 
2023 Nomor 2); 

47. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Pola Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Milik 
Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah KotaBatam 
Tahun 2017 Nomor 511); 

 

48. Peraturan. . . 
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48. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2017 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam 
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 577) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Batam Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 

Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 
Nomor 848); 

48. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 70 Tahun 2017 
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Batam 

(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 578); 

49. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 17 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pengalihan Hak, Penghapusan, 

Penatausahaan, Pengawasan/ Pengendalian Rumah 
Negara Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Batam 
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 666); 

50. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2020 
tentang Penyetoran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ke Rekening 
Kas Umum di Lingkungan Daerah Pemerintah Kota 
Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 

760); 

51. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 61 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah 
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 771); 

52. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 175 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 
2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 

1043) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Wali Kota Batam Nomor 201 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Batam 
Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 
Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1069); 

 
 

Dengan. . . 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM 

dan 

WALI KOTA BATAM 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2022. 

                 
Pasal 1 

 

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2022 terdiri 
atas: 

1. Pendapatan   

 a. Pendapatan Asli 
Daerah 

Rp 1.282.185.392.071,25 

 b. Dana Perimbangan Rp 1.554.043.692.257,00 

 c. Pendapatan Lain-
lain yang Sah 

Rp      12.743.820.848,00 

 Jumlah Pendapatan Rp 2.848.972.905.176,25 

 

2. 

 

Belanja 

  

 a. Belanja Operasi Rp 2.302.791.124.118,46 

 b. Belanja Modal Rp    646.111.854.046,29 

 c. Belanja Tidak 
Terduga 

d. Belanja Transper 

Rp 

 

Rp 

          307.775.000,00 

 

                            0,00 

 Jumlah Belanja 

Surplus / (Defisit) 

Rp 

Rp 

 2.949.210.753.164,75 

   (100.237.847.988,50) 

 
3. Pembiayaan   

 a. Penerimaan Rp     155.150.335.739,66 

 b. Pengeluaran Rp                             0,00 

 Jumlah Pembiayaan 
Netto 

Sisa lebih pembiayaan  

Anggaran tahun 
berkenaan 

Rp 

 

Rp 

 

    155.150.335.739,66 

   

    54.912.487.751,16  

 
 

Pasal 2. . . 
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Pasal 2 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan Wali Kota ini. 

 
Pasal 3 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam 
penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 
Pasal 4 

 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 
Peraturan Wali Kota ini. 

 
Pasal 5 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 

4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota Batam ini. 

 
Pasal 6 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

 
 

Agar. . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam. 
  

 

Ditetapkan di Batam 
pada tanggal  7  Agustus 2023 
 

WALI KOTA BATAM 
 

      
 
 

MUHAMMAD RUDI 
 

 

Diundangkan di Batam 
pada tanggal  7  Agustus 2023 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM 
 

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1253 
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